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PUTUSAN
Nomor 1152/Pdt.G/2019/PA.Bpp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai
Gugat antara:

Lia Lishani binti Jupri, Makassar, 19 Desember 1976, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat
tinggal di Komplek Bukit Villa, Blok B-9, RT. 33, No. 02,
Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai Penggugat;

melawan

lan William Alexander bin Walter Henry, Traralgon, 30 September 1950,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak
Diketahui, Tempat tinggal di Dahulu di Komplek Bukit Villa,
Blok B-9, RT. 33, No. 02, Kelurahan Gunung Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan  saksi/keluarga di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli

2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

register Nomor 1152/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada
tanggal 11 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali sebagaiman tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
10/04/V1/2011, tanggal 13 Juni 2011,

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Komplek Bukit
Villa, Blok B-9, RT. 33, No. 02, Kelurahan Gunung Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur selama 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun dari
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum memiliki
anak;

4. Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan
rumah milik Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang
sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan ijin Penggugat dan dengan alasan pergi
mengunjungi keluarga Tergugat. Namun Selama itu Tergugat tidak
pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada
Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat
digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan
(tidak memperdulikan) Penggugat;
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6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap
bersikap dan berperilaku baik;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat
menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang
rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat
menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan
Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan

Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (lan William Alexander bin
Walter Henry), terhadap Penggugat (Lia Lishani binti Jupri),
dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dan
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut
sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu
alasan yang sah oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan
undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan maupun tambahan terakhir
undang-undang nomor 50 tahun 2009, begitu pula upaya mediasi sebagaimana
Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, kemudian
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut,

yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti surat ke persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaiman
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/04/V1/2011, tanggal 13 Juni

2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Dan foto copi Surat Keterangan ghaib dari Kelurahan Gunung Bahagia,
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan keluarga/orang
yang dekat dengannya sebagai saksi masing-masing bernama:

1.

Siti Aminah binti Mapaese, umur 48 tahun, agama Islam di bawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah

keponakan;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu;

d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat entah
kemana dan tak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang;
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e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni tahun 2017 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar

menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

g. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak

seorangpun yang mengetahui keberadaannya;

h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk
rukun dan tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga
sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai
pengganti nafkah;

i. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri
sebagaimana layaknya seorang isteri;

2.

St. Hadrah binti Hamude, umur 48, dalam sumpahnya memberikan

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah

keponakan saksi;
Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat entah

kemana dan tak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni tahun 2017 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar

menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak
seorangpun yang mengetahui keberadaannya;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun
dan tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan
tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti
nafkah;

Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri
sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan atas perlakuan Tergugat
tersebut Penggugat tidak ridha, selanjutnya menyarahkan uang Rp
10.000,00 sebagai iwadh;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti
apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon

kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum
Islam maka Pengadilan Agama Balikpapan sesuai dengan ketentuan pasal 2,
pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pupuan,
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Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaiman tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor : 10/04/V1/2011, tanggal 13 Juni 2011, serta keterangan
2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya

penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik
Indonesia Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam tenggang waktu lebih 4
(empat) bulan untuk panggilan pertama dan 3 (tiga) bulan untuk panggilan kedua
sebelum hari sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 718 Rbg. Jo. pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum
Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan

secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan,
maka upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82
Undang -Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dan ditambah
dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-
undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975, jo. PERMA nomor 1 tahun 2008, dihubungkan pula dengan pasal 143
Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomort 1 tahun 1991), tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
telah dengan sengaja menghilangkan hak-haknya untuk menjawab dan atau
membantah dalil-dalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan
tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan
dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuat
dengan alat bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah nomor : Pupuan, Kabupaten

Tabanan, Provinsi Bali sebagaiman tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
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Nomor : 10/04/V1/2011, tanggal 13 Juni 2011, terbukti bahwa tergugat
sesudah akad nikah dengan penggugat ada mengucapkan janji shigat taklik
talak, oleh karenanya tergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan
pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perjanjian taklik talak
bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali
taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali” (vide INPRES nomor
1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra‘ ayat 3
yang berbunyi:

Voo 0lS agall Ul 2gall I1595l9

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggung jawabannya”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan
perceraian ta'lik talak dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai
sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat, disebabkan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus oleh karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan
sejak bulan Juni tahun 2017 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk terus

mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau
orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yaitu Supadmi dan Sri
Madiati masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan saling
bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat
dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga
dan sejak bulan Juni tahun 2017 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-
saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan bahwa pada
awal perkawinan, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis

namun sejak bulan Juni tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni tahun 2017 sampai
sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian oleh
pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ikatan perkawinan
kedua belah pihak telah rapuh serta kehilangan hakikat dan makna,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang),
berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat rumah Tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan
suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan
menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak; berdasarkan
kaidah fikih  i0¥g, eV yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan
tidak boleh pula dimudharatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula terbukti bahwa
tergugat telah melanggar janji ta’lik talaknya yang nomor 1,2,dan 4, sebagaimana
tercantum dalam kutipan akta nikah (P.1), yakni tergugat telah meninggalkan
penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih tiga
bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat lebih enam bulan
lamanya; sedangkan penggugat tidak ridla dan telah membayar uang ‘iwald
(pengganti) sebesar Rp 10000; (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majlis
hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (lan William Alexander
bin Walter Henry), terhadap Penggugat (Lia Lishani binti Jupri) dengan
‘ivald (tebusan) sebesar Rp 10000; (sepuluh ribu rupiah); hal ini berdasarkan
INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
point b. Yang intinya bahwa kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai
pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, in casu pasal 116 huruf g
Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan,
....suami melanggar ta’lik talak;
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Menimbang, bahwa majlis hakim juga mengambil alih sebagai
pertimbangan majlis hakim sendiri, petunjuk Kitab Syarkawi ‘Alat Tahrir juz Il hal
105 yang berbunyi :

Lasll joisio, ol Mot lnazgs g9 aftuay 15 Mo sle o

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat , maka
jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya perbuatan atau sesuai

perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (lan William Alexander bin
Walter Henry), terhadap Penggugat (Lia Lishani binti Jupri),
dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari
selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29
Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
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Balikpapan yang terdiri dari Drs. Ahmad Ziadi, sebagai Hakim Ketua
Majelis, Drs. H. Abdul Manaf, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.
Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.l.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Proses :Rp  50.000, 00
- Pemanggilan :Rp 275.000, 00
- PNBP Pemanggilan :Rp  20.000, 00
- Redaksi :Rp  10.000, 00
- Meterai :Rp 6.000, 00
Jumlah :Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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Balikpapan, ...
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.
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